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Abstract

This study analyzes strategies to strengthen the Monitoring and Evaluation of Public Service Performance
(PEKPPP) in Asahan Regency, using the H. Abdul Manan Simatupang Regional Hospital (RSUD HAMS)
as a case study. The background of this research is the fluctuating PEKPPP scores in Asahan Regency and
the hospital s low performance index. The objectives are to identify factors affecting performance, assess
current conditions, and formulate improvement strategies. A descriptive qualitative approach was
employed through semi-structured interviews, observations, and document analysis, using Miles &
Huberman's interactive model. Findings reveal major weaknesses in information systems, complaint
management, and service innovation, driven by limited human resources, poor data integration, and low
public participation. Recommended strategies include strengthening human resource capacity, developing
an integrated Public Service Information System, reformulating policies based on public aspirations, and
enhancing complaint-handling mechanisms.

Keywords: PEKPPP, public service strategy, RSUD HAMS, Asahan Regency.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi penguatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (PEKPPP) di Kabupaten Asahan dengan studi kasus RSUD H. Abdul Manan Simatupang
Kisaran. Latar belakang penelitian adalah fluktuasi nilai PEKPPP Kabupaten Asahan dan rendahnya
capaian indeks RSUD HAMS. Tujuannya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja,
menganalisis kondisi aktual, serta merumuskan strategi perbaikan. Penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan telaah dokumen, dengan analisis
data model interaktif Miles & Huberman. Hasil menunjukkan kelemahan utama pada sistem informasi,
pengelolaan pengaduan, dan inovasi layanan, dipengaruhi keterbatasan SDM, integrasi data, dan partisipasi
publik. Strategi yang direkomendasikan meliputi peningkatan kapasitas SDM, pengembangan Sistem
Informasi Pelayanan Publik terintegrasi, reformulasi kebijakan berbasis aspirasi, dan penguatan mekanisme
pengaduan.

Kata Kunci: PEKPPP, strategi pelayanan publik, RSUD HAMS, Kabupaten Asahan
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PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas dan efisiensi tata
kelola pemerintahan suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk
memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan secara optimal,
transparan, dan akuntabel. Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan
publik (PEKPPP) menjadi elemen krusial dalam proses tata kelola pemerintahan yang
baik (Lestari & Utama, 2024). Dengan adanya pemantauan yang sistematis, pemerintah
dapat mengidentifikasi kendala dalam penyelenggaraan layanan serta mengambil
langkah-langkah perbaikan yang diperlukan (Mulia & Prathama, 2024). Evaluasi kinerja
juga berperan dalam mengukur sejauh mana kebijakan yang diterapkan telah mencapai
tujuan yang diharapkan, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih
baik di masa mendatang (Aprillia & Widiyarta, 2024).

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan efektivitas
PEKPPP, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PermenPANRB) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) merupakan landasan hukum yang
mengatur mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik di Indonesia.
Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik
berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta mendorong peningkatan
kualitas layanan secara berkelanjutan. PermenPANRB 29 tahun 2022 menekankan
pentingnya evaluasi kinerja secara periodik oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat
maupun daerah, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan
perbaikan dan strategi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun,
implementasi PermenPANRB 29 tahun 2022 di Kabupaten Asahan belum optimal
sebagaimana ditunjukkan oleh fluktuasi skor PEKPPP dari tahun 2021 hingga 2024. Hal
ini mengindikasikan perlunya penguatan dalam mekanisme pemantauan dan evaluasi
kinerja pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut.
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Gambar 1 Target kegiatan utama pelaksanaan RB di Kabupaten Asahan dalam Indeks
Pelayanan Publik

Tanpa adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat, perbaikan layanan publik akan
sulit dilakukan secara efektif. Pemantauan dan evaluasi yang lemah dapat berakibat pada
rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi. Berdasarkan data target
kegiatan utama pelaksanaan RB di Kabupaten Asahan dalam Indeks Pelayanan Publik
serta hasil PEKPPP dari tahun 2021 hingga 2024 (Gambar 1.1), terdapat ketidaksesuaian
antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi skor evaluasi. Target Indeks
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Pelayanan Publik Kabupaten Asahan mengalami kenaikan target dari tahun ke tahun.
Realisasi skor PEKPPP menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan.
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Gambar 2 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab. Asahan

Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
(PEKPPP) 2021 hingga 2024 (Gambar 1.2), Kabupaten Asahan mengalami penurunan
skor yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, Kabupaten Asahan
memperoleh skor 3,31 dengan kategori baik. Namun, pada tahun 2022, skor sempat
mengalami kenaikan menjadi 3,93, kemudian menurun hingga mencapai 2,09 pada tahun
2023 yang merupakan skor terendah selama periode evaluasi. Pada tahun 2024 terjadi
sedikit peningkatan dengan skor 3,17 dengan kategori baik. Penurunan skor PEKPPP
yang drastis pada tahun 2023 dapat menunjukkan adanya tantangan besar dalam
implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik, seperti keterlambatan layanan,
kurangnya transparansi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi. Meski
ada sedikit peningkatan skor pada tahun 2024 menjadi 3,17, angka ini masih belum
mencapai target yang telah ditetapkan dalam Indeks Pelayanan Publik (4,10).
Ketidaksesuaian antara target dan realisasi ini menunjukkan bahwa strategi penguatan
pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik perlu diperbaiki dan dioptimalkan agar
Kabupaten Asahan dapat mencapai target yang telah ditetapkan hingga tahun 2026.
Langkah-langkah perbaikan seperti peningkatan efisiensi layanan, transparansi, dan
keterlibatan masyarakat dalam evaluasi perlu menjadi fokus utama dalam strategi
peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi
PEKPPP yang telah dilakukan di Kabupaten Asahan, ditemukan bahwa RSUD
memperoleh skor evaluasi kinerja terendah dibandingkan dengan instansi pelayanan
publik lainnya. Temuan ini menjadi indikator penting bahwa penyelenggaraan pelayanan
publik di RSUD masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Skor rendah ini
mengindikasikan adanya kelemahan baik dalam beberapa aspek.

Penurunan kualitas pelayanan publik yang ditunjukkan oleh skor PEKPPP tidak hanya
berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berpengaruh pada kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah daerah. Jika ketidakpuasan publik terus terjadi, maka
dapat menurunkan legitimasi pemerintah daerah dan memicu apatisme masyarakat
terhadap proses pengambilan kebijakan. Lebih jauh, kualitas layanan yang buruk dapat
memperbesar kesenjangan sosial dan memperlemah integrasi sosial dalam masyarakat
lokal.
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Gambar 3 Hasil Pemantauan dan Evaluasi RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kab. Asahan

Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan
terhadap RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kabupaten Asahan menunjukkan performa
yang sangat rendah di hampir seluruh aspek penilaian. Berdasarkan (Gambar 1.3), nilai
tertinggi hanya diperoleh pada aspek Sarana dan Prasarana sebesar 0,74, yang
menunjukkan bahwa dari sisi fisik, fasilitas pendukung pelayanan relatif memadai.
Namun, skor aspek lainnya sangat rendah, seperti Kebijakan Pelayanan dan
Profesionalisme SDM yang masing-masing hanya meraih skor 0,38, menandakan
lemahnya struktur kebijakan internal dan rendahnya kualitas serta kompetensi sumber
daya manusia dalam menjalankan pelayanan. Lebih memprihatinkan lagi, Sistem
Informasi Pelayanan Publik hanya memperoleh skor 0,14, yang mengindikasikan hampir
tidak berfungsinya sistem informasi sebagai sarana komunikasi, transparansi, maupun
akses layanan publik secara digital. Aspek Konsultasi dan Pengaduan juga berada pada
titik kritis dengan skor 0,18, yang memperlihatkan bahwa mekanisme penerimaan dan
penanganan aspirasi atau keluhan masyarakat masih belum optimal. Terendah dari semua
indikator adalah Inovasi Pelayanan Publik yang hanya mencapai skor 0,06,
mencerminkan kemandekan dalam pembaruan atau pengembangan layanan yang adaptif
terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi
merupakan indikator penting yang tidak dapat diabaikan. Minimnya sistem informasi
pelayanan dan lemahnya pengelolaan pengaduan, seperti yang tercermin dalam skor
RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kabupaten Asahan, menunjukkan adanya jarak
antara penyelenggara layanan dan penerima layanan. Hal ini dapat menghambat
terciptanya sistem umpan balik yang efektif, yang seharusnya menjadi sarana utama
dalam proses evaluasi dan perbaikan layanan publik secara berkelanjutan.

Rendahnya skor evaluasi ini memiliki implikasi signifikan terhadap persepsi masyarakat
terhadap pelayanan RSUD, efektivitas penanganan pasien, serta integritas tata kelola
layanan kesehatan. Berbagai aspek yang dinilai, seperti transparansi, akuntabilitas,
kecepatan layanan, respons terhadap pengaduan, dan manajemen kinerja, memerlukan
perhatian khusus dan strategi penguatan yang terfokus. Jika tidak segera dilakukan
intervensi, maka hal ini dapat memperburuk kualitas layanan kesehatan di daerah dan
memperlebar kesenjangan pelayanan antarinstansi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan analisis mendalam terhadap penyebab
rendahnya skor kinerja RSUD dalam PEKPPP, serta rancangan strategi penguatan yang
tepat dan aplikatif. Penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dalam
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penyelenggaraan pelayanan RSUD, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, serta
merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem pemantauan dan
evaluasi kinerja yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi
pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas sistem PEKPPP, serta memberikan
kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan studi
pembangunan.

KAJIAN LITERATUR

1. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar
masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan pelayanan publik
sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya memenuhi standar
prosedur, tetapi juga harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, transparan,
akuntabel, dan menjamin partisipasi publik (Dwiyanto, 2018).

Kualitas pelayanan publik sering dijadikan tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan
terpercaya. Dalam konteks pelayanan kesehatan, kualitas layanan berpengaruh langsung
terhadap keselamatan pasien, kepercayaan masyarakat, dan citra pemerintah daerah. Oleh
karena itu, evaluasi dan peningkatan pelayanan publik menjadi agenda prioritas di
berbagai level pemerintahan.

2. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
(PEKPPP)

PEKPPP merupakan mekanisme evaluasi kinerja yang dirancang oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk
mengukur capaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Regulasi
pelaksanaannya diatur dalam PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2022. Penilaian PEKPPP
mengacu pada enam prinsip utama:
a. Kebijakan Pelayanan: kelengkapan dan kesesuaian regulasi, standar pelayanan,
dan SOP.
b. Profesionalisme SDM: kompetensi teknis, integritas, serta pemerataan
penempatan pegawai sesuai kualifikasi.
c. Sarana dan Prasarana: ketersediaan, kelayakan, kemudahan akses, dan
pemenuhan kebutuhan kelompok rentan.
d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP): kemudahan akses, keterbaruan
informasi, dan integrasi dengan sistem internal maupun nasional.
e. Konsultasi dan Pengaduan: keberadaan kanal pengaduan yang efektif, kemudahan
akses, dan tindak lanjut yang terukur.
f. Inovasi Pelayanan Publik: pengembangan metode, sistem, atau program baru
yang meningkatkan kualitas layanan.
Penilaian dilakukan secara kuantitatif melalui skoring dan kualitatif melalui verifikasi
lapangan. Hasil penilaian digunakan untuk mengklasifikasikan unit layanan ke dalam
kategori tertentu, misalnya kategori A (sangat baik) hingga kategori E (sangat kurang).
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Data PEKPPP dapat menjadi dasar perumusan kebijakan perbaikan pelayanan yang
berbasis bukti.

3. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)

SIPP adalah instrumen yang memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh informasi
terkait pelayanan secara cepat, akurat, dan transparan. Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2021 mengamanatkan SIPP sebagai sarana keterbukaan informasi publik.
Sistem ini idealnya terintegrasi dengan sistem manajemen internal, misalnya Sistem
Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di sektor kesehatan. Penelitian Kurniawan
(2020) menunjukkan bahwa implementasi SIPP yang baik dapat meningkatkan nilai
kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik hingga 25%. Integrasi SIPP juga
memungkinkan monitoring real-time, mempermudah pengambilan keputusan manajerial,
dan memperkuat akuntabilitas.

4. Pengaduan dan Partisipasi Publik

Pengelolaan pengaduan publik merupakan elemen penting dalam siklus peningkatan
mutu pelayanan. Ratminto dan Winarsih (2019) menegaskan bahwa kanal pengaduan
yang responsif tidak hanya menyelesaikan masalah individu, tetapi juga berfungsi sebagai
sarana pembelajaran organisasi. Data dari pengaduan publik dapat diolah menjadi
rekomendasi kebijakan atau inovasi layanan. Partisipasi publik dalam proses monitoring
dan evaluasi memperluas legitimasi kebijakan serta memastikan bahwa pelayanan yang
diberikan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Laporan UNDP (2017)
menggarisbawahi bahwa keterlibatan aktif masyarakat berdampak positif terhadap
kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan
menggambarkan kondisi aktual, mengidentifikasi faktor penyebab, serta merumuskan
strategi penguatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
(PEKPPP) di RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran. Lokasi penelitian berada di
Kabupaten Asahan, dengan pelaksanaan pada Maret hingga Agustus 2025. Data
dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur kepada berbagai informan, meliputi
pimpinan rumah sakit, staf perencanaan, petugas pengaduan, tenaga kesehatan,
perwakilan LSM, dan pengguna layanan. Selain itu, dilakukan observasi langsung
terhadap fasilitas dan proses pelayanan, serta telaah dokumen seperti laporan PEKPPP,
hasil survei kepuasan masyarakat, dan regulasi terkait. Pemilihan informan dilakukan
secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses pelayanan dan
pemantauan kinerja. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang
mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu, sehingga hasil
yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan dapat digunakan sebagai
dasar perumusan strategi perbaikan pelayanan publik di RSUD HAMS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Aktual PEKPPP Kabupaten Asahan

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
(PEKPPP) di Kabupaten Asahan secara umum menunjukkan dinamika yang
mencerminkan adanya upaya peningkatan kualitas layanan publik, namun masih
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menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Evaluasi yang dilakukan dari tahun ke
tahun memperlihatkan fluktuasi skor yang menggambarkan ketidakkonsistenan antara
target dan realisasi kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pelayanan
publik di beberapa instansi belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan
dalam aspek kebijakan, pelaksanaan, serta pengawasan.
Salah satu contoh yang dapat menggambarkan kondisi aktual tersebut adalah hasil
penilaian PEKPPP terhadap RSUD H. Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran.
Berdasarkan hasil evaluasi, RSUD HAMS memperoleh nilai akhir sebesar 2,46 dengan
kategori C-, yang mencerminkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di instansi
tersebut masih jauh dari kategori pelayanan publik prima. Skor ini menunjukkan bahwa
masih terdapat berbagai aspek kinerja yang memerlukan perhatian dan perbaikan secara
menyeluruh. kategori ini juga dapat diartikan sebagai indikasi awal lemahnya efektivitas
layanan yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai area
mana saja yang menjadi titik lemah dalam penyelenggaraan pelayanan di RSUD HAMS,
evaluasi dilakukan melalui enam instrumen penilaian utama dalam PEKPPP. Keenam
instrumen ini mencakup:
a. Indikator Penilaian Kebijakan Pelayanan
Berikut adalah uraian indikator dalam prinsip Kebijakan Pelayanan pada RSUD yang
dievaluasi:

Tabel 1 Indikator Penilaian Kebijakan Pelayanan

No | Indikator Penilaian Bobot Skor
Indikator
1 | Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai regulasi 17% 1
2 | Proses penyusunan dan perubahan SP melibatkan | 14% 0
masyarakat
3 | Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery | 7% 1
4 | Telah dilakukan peninjauan ulang SP secara berkala 14% 0
5 | Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, | 10% 5
penetapan, publikasi)
6 | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) telah dilaksanakan 17% 3
7 | Jumlah media publikasi hasil SKM 7% 1
8 | Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah | 7% 3
ditindaklanjuti
9 | Kecepatan tindak lanjut hasil SKM untuk seluruh jenis | 7% 1
pelayanan
Total Indeks Kebijakan Pelayanan 100% —

Hasil penilaian terhadap indikator kebijakan pelayanan menunjukkan bahwa dari
sembilan indikator yang diukur, hanya sebagian yang memenuhi standar optimal. Standar
Pelayanan (SP) sesuai regulasi telah tersedia dengan bobot 17% dan skor 1, namun proses
penyusunan dan perubahan SP belum melibatkan masyarakat bobot 14%, skor O,
sehingga aspek partisipasi publik masih menjadi kelemahan. Media publikasi untuk
komponen service delivery tersedia melalui satu kanal bobot 7%, skor 1, dan peninjauan
ulang SP secara berkala belum dilaksanakan bobot 14%, skor 0. Pemenuhan siklus
Maklumat Pelayanan, yang mencakup ketersediaan, penetapan, dan publikasi,
memperoleh skor penuh 5 bobot 10%, menandakan kepatuhan administratif yang baik
pada aspek ini. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) telah dilaksanakan dengan skor 3
bobot 17%, didukung satu media publikasi hasil SKM bobot 7%, skor 1. Persentase
rencana tindak lanjut hasil SKM yang terealisasi mendapat skor 3 bobot 7%, sementara
kecepatan tindak lanjut untuk seluruh jenis pelayanan masih rendah dengan skor 1 bobot
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7%. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun beberapa aspek kebijakan pelayanan
telah terpenuhi, keterlibatan masyarakat, konsistensi evaluasi berkala, dan responsivitas
tindak lanjut SKM masih memerlukan perbaikan strategis.

Indeks akhir dihitung berdasarkan pembobotan indikator dan skor yang diperoleh masing-
masing, sesuai formula dari Kementerian PAN-RB. Nilai 0,38 menunjukkan masih
rendahnya implementasi prinsip kebijakan pelayanan di RSUD tersebut. Berikut adalah
rekapitulasi skor rata-rata dari seluruh prinsip evaluasi kinerja pelayanan publik
berdasarkan hasil audit RSUD 2024:

Tabel 2 Hasil audit RSUD 2024

No | Prinsip/Indikator Skor Rata-rata | Indeks
1 | Kebijakan Pelayanan 0.38 Rendah
2 | Profesionalisme SDM 0.38 Rendah
3 | Sarana dan Prasarana 0.74 Cukup
4 | Sistem Informasi Pelayanan Publik | 0.14 Sangat Rendah
5 | Konsultasi dan Pengaduan 0.18 Sangat Rendah
6 | Inovasi Pelayanan Publik 0.06 Sangat Rendah

Jika dilakukan agregasi rata-rata sederhana dari keenam prinsip tersebut didapatkan nilai
Total Indeks Akhir 0.31. Berdasarkan total indeks 0,31, RSUD H. Abdul Manan
Simatupang Kisaran Kabupaten Asahan dapat dikategorikan sebagai instansi dengan
tingkat kinerja pelayanan publik rendah, terutama disebabkan oleh skor yang sangat
rendah pada indikator Sistem Informasi Pelayanan Publik 0,14, Konsultasi dan
Pengaduan 0,18 dan Inovasi Pelayanan Publik 0,06. Sementara aspek Sarana dan
Prasarana menunjukkan performa relatif lebih baik dengan indeks 0,74.

Berdasarkan hasil audit RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kabupaten Asahan
tahun 2024, skor indikator Kebijakan Pelayanan hanya mencapai 0,38, yang termasuk
dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun RSUD memiliki komitmen
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, kebijakan internal yang mendukung standar
pelayanan, pelibatan masyarakat, dan tindak lanjut evaluatif belum berjalan optimal. Dari
sembilan indikator yang digunakan untuk mengukur prinsip ini, hanya tiga yang
mendapat skor maksimal: ketersediaan standar pelayanan (SP), media publikasi hasil
SKM, dan pemenuhan maklumat pelayanan. Sementara aspek-aspek yang berkaitan
dengan partisipasi masyarakat, evaluasi berkala, dan sistem pengelolaan SKM belum
menunjukkan Kinerja yang baik.

Hasil ini memperkuat analisis bahwa sistem kebijakan pelayanan di RSUD masih
menekankan aspek administratif dibandingkan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan.
Dominasi fisik atas aspek digital dan sosial terlihat dari kontras antara skor indikator
Sarana dan Prasarana 0,74 yang relatif baik, dan skor sangat rendah pada Inovasi 0,06
serta Sistem Informasi 0,14. Minimnya perencanaan inovasi dan keterlibatan masyarakat
dalam penyusunan kebijakan menjadi faktor utama rendahnya indeks kebijakan
pelayanan. Sementara itu, aspek maklumat pelayanan memperoleh skor sempurna,
menunjukkan bahwa komitmen formal dan administratif rumah sakit cukup kuat, namun
masih perlu dikembangkan dalam bentuk implementasi yang menyentuh aspek interaksi
sosial dan digitalisasi.

b. Indikator Penilaian Profesionalisme SDM
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, terdapat lima indikator utama yang digunakan
dalam menilai Profesionalisme SDM:

Tabel 3 Indikator Penilaian Profesionalisme SDM
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Indikator Penilaian Bobot Skor
Indikator

Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna 10% 1
layanan (aksesibilitas waktu layanan)
Tersedia Kode Etik, Kode Perilaku Pelaksana, dan/atau 20% 2
Budaya Pelayanan
Tersedia mekanisme peningkatan motivasi kerja bagi 20% 2
pelaksana layanan
Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai 20% 0
berprestasi
Pelaksana menerapkan budaya pelayanan (service culture 30% 2
implementation)
Total Indeks Profesionalisme SDM 100% —

Berdasarkan hasil penilaian indikator profesionalisme sumber daya manusia (SDM),
diperoleh gambaran bahwa beberapa komponen telah terpenuhi, namun masih terdapat
aspek yang perlu ditingkatkan. Waktu pelayanan dinilai cukup memudahkan pengguna
layanan dengan skor 1 dari bobot 10%, menunjukkan aksesibilitas waktu yang ada sudah
berjalan tetapi belum optimal. Ketersediaan Kode Etik, Kode Perilaku Pelaksana,
dan/atau Budaya Pelayanan memperoleh skor 2 dari bobot 20%, menandakan bahwa
dokumen pedoman perilaku telah ada, meski implementasinya masih memerlukan
penguatan. Mekanisme peningkatan motivasi kerja bagi pelaksana layanan juga
mendapatkan skor 2 bobot 20%, yang mengindikasikan adanya program atau kegiatan
motivasi, namun belum merata dan berkelanjutan. Kriteria pemberian penghargaan bagi
pegawai berprestasi belum tersedia sama sekali skor 0, bobot 20%, sehingga aspek ini
menjadi kelemahan signifikan dalam mendorong kinerja pegawai. Sementara itu,
penerapan budaya pelayanan oleh pelaksana mendapat skor 2 bobot 30%, mencerminkan
bahwa budaya kerja pelayanan sudah mulai diinternalisasi tetapi belum konsisten di
seluruh lini layanan. Secara keseluruhan, penilaian ini menunjukkan bahwa
profesionalisme SDM di RSUD HAMS memerlukan strategi penguatan khusus, terutama
dalam pemberian penghargaan berbasis kinerja dan peningkatan konsistensi penerapan
budaya pelayanan.

¢. Indikator Penilaian Sarana dan Prasarana
Berikut adalah indikator-indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dalam
aspek penilaian sarana dan prasarana di RSUD:

Tabel 4 Indikator Penilaian Sarana dan Prasarana

No | Indikator Penilaian Bobot Skor
Indikator

15 | Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang | 15% 4
memadai

16 | Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan | 23% 5
pelengkap

17 | Tersedia sarana toilet bagi pengguna layanan yang layak | 20% 4
pakai

18 | Tersedia sarana bagi pengguna layanan dari kelompok | 20% 4
rentan (disabilitas, lansia, ibu hamil, dll)

19 | Tersedia sarana dan prasarana penunjang layanan 11% 5
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No | Indikator Penilaian Bobot Skor
Indikator
20 | Tersedia sarana Front Office (FO) dan informasi di unit | 11% 2
layanan
Total Indeks Sarana dan Prasarana 100% -

Hasil penilaian terhadap indikator sarana dan prasarana menunjukkan bahwa sebagian
besar komponen telah tersedia dengan kualitas yang relatif baik. Fasilitas parkir
dilengkapi sarana pendukung yang memadai dengan skor 4 dari bobot 15%,
mencerminkan aksesibilitas yang cukup baik bagi pengguna layanan. Ruang tunggu
memperoleh skor maksimal 5 bobot 23%, menandakan ketersediaan fasilitas wajib dan
pelengkap yang lengkap serta nyaman. Sarana toilet layak pakai mendapatkan skor 4
bobot 20%, menunjukkan kondisi yang baik meskipun pemeliharaan perlu ditingkatkan
untuk menjaga standar kebersihan. Fasilitas bagi kelompok rentan seperti penyandang
disabilitas, lansia, dan ibu hamil memperoleh skor 4 bobot 20%, yang mengindikasikan
kepedulian terhadap aksesibilitas dan inklusivitas layanan. Sarana dan prasarana
penunjang layanan mendapatkan skor penuh 5 bobot 11%, menandakan kelengkapan
penunjang teknis pelayanan. Namun, sarana Front Office (FO) dan informasi di unit
layanan hanya memperoleh skor 2 bobot 11%, yang menunjukkan bahwa meskipun telah
tersedia, fungsi dan penyajian informasi di FO masih perlu diperbaiki agar lebih
informatif dan mudah diakses pengguna. Secara keseluruhan, sarana dan prasarana RSUD
HAMS sudah cukup memadai, namun aspek front office dan informasi publik
memerlukan penguatan untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal.

d. Indikator Penilaian Sistem Informasi Pelayanan Publik
Berikut adalah indikator-indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dalam
aspek sistem informasi pelayanan publik di RSUD:

Tabel 5 Indikator Penilaian Sistem Informasi Pelayanan Publik

Indikator Penilaian Bobot Nilai
Indikator

Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi | 30% 2

publik

Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung | 20% 1

operasional pelayanan

Kualitas penggunaan SIPP elektronik (Website/Aplikasi) 20% 1

Pemutakhiran data dan informasi pada kanal digital 30% 1

Total Indeks Sistem Informasi Pelayanan Publik 100% —

Penilaian terhadap indikator Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) menunjukkan
bahwa ketersediaan dan pemanfaatan sistem informasi di RSUD HAMS masih belum
optimal. Sistem informasi untuk menyediakan informasi publik memperoleh skor 2 dari
bobot 30%, yang berarti kanal informasi telah tersedia namun cakupan dan kelengkapan
kontennya belum memenuhi standar keterbukaan informasi secara menyeluruh. Sistem
informasi pendukung operasional pelayanan mendapat skor 1 bobot 20%, menandakan
bahwa pemanfaatannya masih terbatas dan belum terintegrasi sepenuhnya dengan proses
pelayanan inti. Kualitas penggunaan SIPP elektronik, baik melalui situs web maupun
aplikasi, juga hanya meraih skor 1 bobot 20%, yang mengindikasikan bahwa meskipun
media digital tersedia, fungsionalitas dan kemudahan aksesnya masih rendah. Selain itu,
pemutakhiran data dan informasi pada kanal digital memperoleh skor 1 bobot 30%,
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menunjukkan bahwa pembaruan informasi belum dilakukan secara rutin dan konsisten.
Secara keseluruhan, hasil ini menggarisbawahi perlunya penguatan infrastruktur digital,
integrasi sistem, serta peningkatan kualitas dan frekuensi pemutakhiran informasi untuk
mendukung pelayanan publik yang transparan, responsif, dan akuntabel.

e. Indikator Penilaian Konsultasi dan Pengaduan
Berikut adalah indikator-indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dalam
aspek sistem informasi pelayanan publik di RSUD:

Tabel 6 Indikator Penilaian Konsultasi dan Pengaduan

Indikator Penilaian Bobot Nilai
Indikator

Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka | 20% 4

yang berkualitas

Tersedia sarana/media konsultasi dan pengaduan untuk semua | 25% 3

lapisan masyarakat (online dan offline)

Tersedia akuntabilitas atas hasil konsultasi dan/atau pengaduan | 25% 0

Tersedia tindak lanjut atas pengaduan dari semua lapisan | 30% 1

masyarakat

Hasil penilaian terhadap indikator konsultasi dan pengaduan menunjukkan bahwa
sebagian sarana telah tersedia, namun kualitas tindak lanjut dan akuntabilitasnya masih
rendah. Sarana konsultasi dan pengaduan tatap muka dinilai cukup baik dengan skor 4
dari bobot 20%, mencerminkan bahwa fasilitas fisik dan pelayanan langsung telah
berjalan dengan kualitas yang memadai. Sarana atau media konsultasi dan pengaduan
yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, baik secara daring maupun luring,
memperoleh skor 3 bobot 25%, menandakan bahwa kanal pengaduan sudah beragam
namun belum sepenuhnya inklusif dan merata penggunaannya. Aspek akuntabilitas atas
hasil konsultasi dan/atau pengaduan mendapatkan skor O bobot 25%, yang
mengindikasikan belum adanya mekanisme transparan untuk menyampaikan hasil
penanganan pengaduan kepada pelapor. Sementara itu, tindak lanjut atas pengaduan dari
semua lapisan masyarakat hanya meraih skor 1 bobot 30%, menunjukkan bahwa
meskipun ada upaya menindaklanjuti pengaduan, kecepatan dan kelengkapan prosesnya
masih jauh dari optimal. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan perlunya perbaikan
menyeluruh pada sistem pengelolaan pengaduan, khususnya pada aspek akuntabilitas dan
responsivitas, agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan rumah
sakit.

f. Indikator Penilaian Inovasi Pelayanan Publik
Berikut adalah indikator-indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dalam
aspek sistem informasi pelayanan publik di RSUD:

Tabel 7 Indikator Penilaian Inovasi Pelayanan Publik

Indikator Penilaian Bobot Nilai
Indikator

Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% 1

Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi | 50% 0

Pelayanan Publik
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Penilaian terhadap indikator inovasi pelayanan publik menunjukkan bahwa upaya
penciptaan inovasi di RSUD HAMS masih sangat terbatas. Aspek penciptaan inovasi
memperoleh skor 1 dari bobot 50%, yang menandakan bahwa meskipun terdapat inisiatif
pembaruan layanan, implementasinya masih minim dan belum memberikan dampak
signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Sementara itu, indikator mengenai
ketersediaan sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi mendapat skor 0 bobot
50%, mengindikasikan belum adanya dukungan yang memadai, baik dari segi anggaran,
SDM, maupun infrastruktur, untuk memastikan inovasi yang ada dapat berjalan secara
konsisten dan berkesinambungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi di RSUD
HAMS belum menjadi bagian integral dari strategi pelayanan publik, sehingga
diperlukan perencanaan yang lebih matang, dukungan sumber daya yang terukur, serta
komitmen manajerial untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja yang berkelanjutan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan PEKPPP di RSUD
HAMS

Dalam implementasinya, pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Kabupaten Asahan masih menghadapi
sejumlah hambatan yang berdampak pada pencapaian target kualitas pelayanan. Faktor-
faktor penghambat ini dapat berasal dari aspek internal maupun eksternal, mencakup
kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur, sistem informasi, hingga partisipasi
masyarakat. Untuk memahami secara lebih rinci, pembahasan akan diawali dari faktor
kebijakan pelayanan sebagai salah satu aspek mendasar yang memengaruhi efektivitas
PEKPPP.

a. Faktor Penghambat Berdasarkan Input Stage

Menurut Fred R. David (2017), Input Stage merupakan tahap awal dalam proses
manajemen strategis yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi internal dan
eksternal untuk dijadikan dasar dalam perumusan strategi. Namun, dalam penerapannya
di RSUD Kabupaten Asahan, terdapat berbagai hambatan signifikan yang memengaruhi
efektivitas pelaksanaan tahapan ini.

Faktor penghambat pertama yang paling dominan adalah keterbatasan kapasitas sumber
daya manusia (SDM), khususnya dalam aspek pengelolaan data pelayanan dan
pemanfaatan sistem digital. Berdasarkan wawancara dengan Direktur RSUD, masih
banyak pelaksana di lapangan yang menganggap pelaporan monev sebagai beban
tambahan, bukan bagian dari tugas strategis. Kualitas dan format data yang masuk dari
unit-unit pelayanan sering tidak seragam dan harus diperbaiki secara manual, sehingga
memperlambat proses input dan rekapitulasi.

Kedua, hambatan juga muncul dari masih lemahnya sistem informasi pelayanan publik,
sebagaimana dijelaskan oleh AKM dan ADM. SIMRS yang digunakan untuk
pengumpulan data belum sepenuhnya terintegrasi antardivisi, dan beberapa laporan masih
dikerjakan secara manual karena gangguan jaringan atau rendahnya literasi digital staf
pelaksana. Hambatan teknis ini sangat memengaruhi validitas dan kecepatan
pengumpulan data input dalam proses perencanaan strategis.

Ketiga, aspek motivasi dan manajemen SDM yang belum mendukung budaya evaluatif
menjadi kendala yang berulang. Informan dari pelayanan keperawatan dan perawat rawat
inap menyampaikan bahwa pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi
pelaporan dan penggunaan sistem monev sangat jarang dilakukan, bahkan distribusi
pelatihan tidak merata di antara petugas. Hal ini menunjukkan belum optimalnya
pembinaan dan pemberdayaan SDM sebagai fondasi input dalam manajemen strategis.
Selain itu, wawancara dengan Kepala Tata Usaha dan staf bagian perencanaan
mengungkapkan bahwa tidak semua unit memahami SOP dan indikator kinerja yang
digunakan sebagai acuan dalam pelaporan. SOP memang tersedia, namun sosialisasi dan
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internalisasi masih terbatas. Ketidaktahuan ini menyebabkan ketidaksesuaian laporan
antarunit dan rendahnya keterlibatan unit dalam pengisian data evaluatif yang berkualitas.
Terakhir, hambatan juga terlihat dalam kurangnya partisipasi masyarakat dalam
penyusunan standar pelayanan, sebagaimana disebutkan oleh LSM dan MSC. Input
eksternal dari masyarakat tidak banyak dimanfaatkan dalam penyusunan indikator awal
pelayanan, sehingga data yang masuk lebih didominasi oleh internal organisasi tanpa
mempertimbangkan persepsi publik secara utuh.

Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat pada tahap Input Stage ini
menggambarkan bahwa RSUD Kabupaten Asahan menghadapi tantangan serius dalam
menghasilkan data yang akurat, relevan, dan partisipatif sebagai bahan dasar penyusunan
strategi. Ketidakterpaduan antara sistem, rendahnya literasi digital, lemahnya motivasi
pelaksana, serta minimnya keterlibatan publik menghambat optimalisasi proses input
strategis yang menjadi fondasi keberhasilan tahap selanjutnya dalam manajemen strategis.

b. Faktor Penghambat Berdasarkan Matching Stage

Dalam model manajemen strategis Fred R. David (2017), Matching Stage bertujuan
mencocokkan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor eksternal
(peluang dan ancaman), sehingga organisasi dapat merumuskan alternatif strategi yang
sesuai dengan posisinya. Namun dalam implementasi di RSUD Kabupaten Asahan,
terdapat sejumlah faktor penghambat yang mengganggu efektivitas proses pencocokan
ini.

Pertama, hambatan utama berasal dari tidak konsistennya data internal yang dibutuhkan
untuk menyusun matriks SWOT atau IE secara akurat. Informan dari bagian perencanaan
menyatakan bahwa mereka kerap menerima data dari unit pelayanan dalam format dan
waktu yang tidak seragam. Hal ini menghambat proses konsolidasi informasi yang
dibutuhkan dalam pemetaan faktor internal dan eksternal secara terstruktur. ADM bahkan
menyebutkan bahwa banyak data perlu dikoreksi ulang secara manual karena
ketidaksesuaian dengan indikator standar.

Kedua, berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan dan staf penunjang
pelayanan, banyak unit masih menganggap monev sebagai beban administratif, bukan
sebagai alat strategis untuk pengambilan keputusan. Akibatnya, pelaporan sering
dilakukan sekadar formalitas dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Hal ini
menyebabkan faktor-faktor kelemahan internal sering tidak teridentifikasi dengan jujur,
sehingga penyusunan strategi berdasarkan SWOT menjadi bias dan kurang representatif.
Ketiga, terdapat kendala dalam mengakses dan memanfaatkan informasi eksternal
sebagai input dalam pencocokan strategi. Petugas pengaduan masyarakat menyatakan
bahwa meskipun data pengaduan masyarakat dikumpulkan setiap bulan, tidak semua
keluhan ditindaklanjuti secara strategis atau dimasukkan sebagai ancaman eksternal
dalam proses perencanaan. Hal ini mengakibatkan terputusnya hubungan antara persepsi
masyarakat dan arah strategi organisasi.

Keempat, wawancara dengan perawat pelaksana menunjukkan bahwa pelaksana layanan
tidak dilibatkan secara langsung dalam analisis atau forum evaluasi strategi, sehingga
masukan dari lini terdepan pelayanan tidak terakomodasi. Padahal, mereka memiliki
pemahaman paling konkret mengenai kendala pelayanan di lapangan yang bisa menjadi
dasar penyusunan strategi berbasis SWOT.

Kelima, hasil wawancara dengan LSM juga menegaskan bahwa tidak ada mekanisme
formal bagi partisipasi eksternal, seperti forum konsultasi publik atau evaluasi terbuka,
yang dapat digunakan untuk menggali faktor eksternal secara lebih luas dan menyeluruh.
Dengan kata lain, pendekatan RSUD dalam menyusun strategi masih cenderung bersifat
tertutup dan birokratis, belum melibatkan pandangan multipihak secara sistematis.
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Dengan kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa Matching Stage di RSUD Kabupaten
Asahan masih menghadapi berbagai penghambat struktural dan kultural, terutama dalam
hal:

1) Minimnya integrasi dan validitas data internal,

2) Kurangnya kesadaran monev sebagai bagian dari strategi,

3) Terbatasnya pemanfaatan data eksternal, dan

4) Rendahnya pelibatan aktor pelaksana dan masyarakat.

Kondisi ini menyebabkan alternatif strategi yang dirumuskan melalui SWOT, berpotensi
tidak sepenuhnya mencerminkan realitas, dan dapat menimbulkan strategi yang tidak
implementatif atau lemah dalam efektivitasnya. Oleh karena itu, penguatan kualitas input
data dan pelibatan lintas sektor menjadi prasyarat penting untuk mengoptimalkan
Matching Stage di masa mendatang.

c. Faktor Penghambat Berdasarkan Decision Stage

Dalam kerangka teori Fred R. David (2017), Decision Stage merupakan tahapan penting
dalam proses manajemen strategis yang berfokus pada pemilihan strategi terbaik dari
sejumlah alternatif yang telah dirumuskan pada Matching Stage. Strategi dipilih
berdasarkan tingkat kelayakan, urgensi, dan daya tariknya menggunakan alat. Namun,
penerapan tahap ini di RSUD Kabupaten Asahan menghadapi sejumlah hambatan yang
berdampak pada akurasi dan efektivitas pemilihan strategi.

Faktor penghambat pertama berasal dari keterbatasan kapasitas analisis di tingkat
manajemen menengah dan pelaksana teknis, yang berpengaruh terhadap kemampuan
mengolah dan menilai bobot strategis masing-masing alternatif. Informasi dari staf
perencanaan dan ADM mengungkap bahwa sebagian besar data disajikan dalam bentuk
deskriptif dan belum teranalisis secara sistematis, sehingga tidak tersedia model
pembobotan strategi seperti QSPM secara formal. Akibatnya, pengambilan keputusan
strategis seringkali didasarkan pada penilaian subjektif atau tekanan operasional, bukan
pada perhitungan obyektif daya tarik strategi.

Hasil wawancara dengan Direktur dan Kepala TU menunjukkan bahwa proses penetapan
strategi masih bersifat top-down, tanpa melalui proses pemeringkatan alternatif
berdasarkan konsensus tim lintas unit. Ini menyebabkan potensi munculnya bias
keputusan dan kurangnya rasa memiliki (sense of ownership) dari unit-unit teknis yang
akan menjalankan strategi tersebut. Padahal, partisipasi lintas unit dalam proses
pemilihan strategi sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam implementasinya.
Rendahnya integrasi sistem informasi antarunit juga menghambat validitas data yang
digunakan dalam perhitungan QSPM. ADM dan AKM menyatakan bahwa meskipun ada
upaya mengembangkan dashboard berbasis Excel dan Google Sheet, data yang masuk
masih harus diperiksa secara manual karena format pelaporan antarunit tidak seragam.
Hal ini menimbulkan keterlambatan dalam pengolahan data dan memperbesar risiko
kesalahan analisis.

Informan dari pelayanan menyampaikan bahwa pelaksana teknis tidak pernah diajak
berdiskusi dalam pemilihan strategi pelayanan. Mereka hanya menerima kebijakan dari
pimpinan tanpa mengetahui dasar analisis atau logika strategisnya. Ini menyebabkan
kesenjangan antara strategi yang dipilih dan realitas pelaksanaan di lapangan, yang pada
akhirnya berdampak pada efektivitas implementasi.

Ketidaksiapan dalam mendukung strategi secara operasional juga menjadi penghambat
besar. Misalnya, strategi prioritas seperti penguatan SDM dan digitalisasi tidak diiringi
dengan penyediaan pelatihan teknis yang merata, serta belum ada alokasi anggaran
khusus atau insentif bagi unit yang mengadopsi sistem pelaporan digital lebih awal.
Strategi yang dipilih menjadi sulit dijalankan karena kurangnya dukungan struktural dan
anggaran.
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Dari sisi eksternal, partisipasi masyarakat dan LSM dalam memberikan penilaian
terhadap strategi RSUD juga belum difasilitasi. LSM menyampaikan bahwa mereka tidak
dilibatkan dalam forum evaluasi atau konsultasi strategis. Hal ini membuat keputusan
strategi tidak memperhitungkan dinamika eksternal atau tuntutan masyarakat, padahal hal
tersebut sangat penting dalam menjaga legitimasi kebijakan publik.

Decision Stage di RSUD Kabupaten Asahan masih menghadapi tantangan utama dalam
hal kapasitas analitis, keterlibatan stakeholder, integrasi data, dan dukungan operasional
terhadap strategi yang dipilih. Hambatan-hambatan ini menyebabkan proses pemilihan
strategi belum sepenuhnya didasarkan pada pendekatan rasional dan terukur sebagaimana
dimaksudkan dalam kerangka QSPM menurut Fred R. David. Untuk itu, penguatan
mekanisme penilaian strategis yang partisipatif, berbasis data, dan didukung sistem
informasi yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan strategi yang dipilih benar-
benar dapat diimplementasikan secara efektif.

3. Strategi penguatan PEKPPP berdasarkan Teori Strategic Management Model
Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), diperlukan pendekatan strategis yang
sistematis dan terarah. Salah satu pendekatan yang relevan adalah Strategic Management
Model yang dikemukakan oleh Fred R. David, yang mencakup tiga tahapan utama: input
stage, matching stage, dan decision stage. Model ini memberikan kerangka konseptual
yang komprehensif dalam merumuskan strategi organisasi, termasuk dalam konteks
pelayanan publik. Tahapan pertama yang menjadi landasan awal dalam perumusan
strategi penguatan PEKPPP adalah input stage.

a. Strategis Berdasarkan Input Stage

Hasil wawancara dari berbagai informan kunci menunjukkan bahwa RSUD telah
memiliki mekanisme monev yang berjalan secara periodik, namun masih menghadapi
sejumlah hambatan mendasar. Direktur RSUD menjelaskan bahwa meskipun monev
dilakukan rutin melalui rapat manajemen dan penggunaan indikator seperti BOR, waktu
tunggu, serta pengaduan pasien, masih ada unit yang belum optimal dalam input data real
time ke SIMRS. Ini mencerminkan kelemahan internal pada aspek literasi digital SDM
dan disiplin pelaporan, sebagaimana dikuatkan juga oleh ADM, yang menyebutkan
adanya ketidaksesuaian format pelaporan antarunit dan kendala jaringan.

Selain itu, dari perspektif pelaksana teknis, perawat mengonfirmasi bahwa mereka
memang terlibat dalam pelaporan data harian, namun keterlibatan mereka belum
menyentuh analisis atau pemanfaatan hasil monev secara strategis. Hal ini menunjukkan
bahwa budaya kerja berbasis data dan pemanfaatan hasil evaluasi belum sepenuhnya
terinternalisasi di level pelaksana. Bahkan dari sisi infrastruktur dan sarana, terdapat
keterbatasan peralatan medis dasar, yang berpengaruh terhadap kualitas input data
layanan secara akurat.

Di sisi eksternal, hasil wawancara dengan pasien (PSN) dan masyarakat umum (MSC)
mengungkapkan adanya kesenjangan antara harapan pengguna layanan dan kondisi
aktual, seperti keterlambatan antrean, ruang tunggu yang tidak nyaman, dan
ketidaktahuan masyarakat akan mekanisme pengaduan. Ini menjadi indikator bahwa
akses informasi dan pelayanan yang ramah pengguna masih menjadi tantangan, serta
menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dapat menjadi ancaman eksternal jika tidak
dikelola secara proaktif.

Dengan demikian, berdasarkan tahapan input stage dalam teori Fred R. David (2017),
dapat disimpulkan bahwa RSUD Kabupaten Asahan memiliki tantangan serius dalam
aspek kompetensi SDM, sistem informasi, dan budaya kerja evaluatif, namun juga
memiliki peluang strategis yang dapat dimanfaatkan melalui pembenahan internal dan
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peningkatan kolaborasi eksternal. Analisis awal ini menjadi dasar penting untuk
melangkah ke tahap Matching Stage, di mana strategi-strategi yang cocok akan
dikembangkan berdasarkan kekuatan dan kelemahan aktual RSUD.

b. Strategis Berdasarkan Matching Stage

Dalam konteks RSUD Kabupaten Asahan, hasil wawancara dengan berbagai informan
mendukung pentingnya Matching Stage. Berdasarkan data dari Input Stage, RSUD
memiliki kelemahan utama pada aspek kompetensi SDM, keterlambatan input data, dan
sistem informasi yang belum terintegrasi secara optimal. Sementara itu, dari sisi kekuatan,
RSUD memiliki komitmen pimpinan yang tinggi terhadap budaya evaluasi dan
keberadaan SOP berbasis Permenkes dan Keputusan Direktur.

Dari lingkungan eksternal, RSUD dihadapkan pada tantangan seperti tingginya
ekspektasi masyarakat terhadap layanan prima, namun juga memiliki peluang besar dari
dukungan kebijakan nasional terkait digitalisasi pelayanan publik dan insentif penguatan
sistem pengaduan seperti SP4AN-LAPOR.

Mengacu pada SWOT Matrix, kombinasi kelemahan internal dan peluang eksternal (WO
strategy) mendorong munculnya strategi seperti:

Tabel 8 SWOT
Strengths (S) Weaknesses (W)
S1: Komitmen pimpinan tinggi W1: Sistem informasi belum terintegrasi
S2: Struktur organisasi jelas W2: SDM kurang kompeten dalam
S3: Kepatuhan SOP di unit-unit monev

W3: Minimnya inovasi dan pelatihan

Opportunities (O) Threats (T)
Ol: Regulasi nasional mendukung | Tl: Ketimpangan literasi  digital
reformasi masyarakat
02: Digitalisasi dan SPAN-LAPOR T2: Persepsi negatif masyarakat terhadap

O3: Tuntutan publik akan transparansi RSUD
T3: Keterbatasan anggaran inovasi &
pelatihan

Analisis SWOT mengarahkan organisasi untuk memanfaatkan kekuatan seperti
komitmen pimpinan dan struktur organisasi guna menangkap peluang digitalisasi
pelayanan publik. Sementara itu, kelemahan seperti minimnya inovasi dan keterbatasan
sistem informasi perlu segera diatasi melalui strategi berbasis pelatihan dan integrasi
teknologi. Strategi yang dihasilkan bersifat progresif dan membangun daya saing
pelayanan RSUD, khususnya dalam aspek kualitas dan transparansi.

Pendekatan serupa juga didukung oleh informan AKM dan KSR, yang menyatakan
bahwa penyusunan laporan kinerja dan data rekap pelayanan belum sepenuhnya otomatis
dan masih terganggu oleh format yang tidak standar, meskipun keinginan untuk
bertransformasi digital sudah cukup kuat. Temuan ini cocok dengan strategi
pengembangan internal berbasis teknologi dan pelatihan SDM, menunjukkan perlunya
kehati-hatian, namun tetap mendorong pembaruan sistem.

Berdasarkan Matching Stage dalam teori Fred R. David, RSUD Kabupaten Asahan
memiliki peluang penguatan strategis yang besar, tetapi harus terlebih dahulu
memperbaiki aspek internal organisasi, seperti SDM, integrasi data, dan budaya
pelaporan, agar dapat mengoptimalkan peluang digitalisasi, kolaborasi lintas sektor, dan
partisipasi publik secara maksimal. Temuan ini menjadi dasar bagi tahapan Decision
Stage, yaitu pemilihan strategi terbaik dari alternatif yang telah dipetakan.
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c. Strategi Berdasarkan Decision Stage

Tahap Decision Stage dalam teori Fred R. David (2017) menekankan pada proses
pemilihan strategi terbaik dari berbagai alternatif yang telah dirumuskan sebelumnya.
Dalam praktiknya, strategi yang dipilih harus mempertimbangkan kemampuan internal
organisasi, tingkat urgensi permasalahan, serta kesesuaian dengan kondisi aktual.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci di RSUD Kabupaten Asahan,
terlihat bahwa strategi yang paling realistis dan mendesak untuk diimplementasikan
adalah penguatan kapasitas SDM dalam sistem monitoring dan evaluasi (monev) serta
peningkatan integrasi sistem informasi digital.

Direktur RSUD secara tegas menyampaikan bahwa pengambilan keputusan strategis di
rumah sakit sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas data, sehingga membangun
budaya kerja berbasis data adalah prioritas yang terus ditekankan. Dalam praktiknya,
beliau memimpin langsung evaluasi bulanan dan menugaskan tim mutu untuk
menindaklanjuti temuan lapangan. Namun demikian, hambatan muncul di lapisan
pelaksana. Informasi dari ADM dan AKM menunjukkan bahwa ketidakteraturan
pelaporan, keterlambatan pengumpulan data, dan perbedaan format pelaporan dari tiap
unit menyebabkan proses analisis menjadi lambat dan tidak efisien.

Di sisi pelaksana teknis, baik perawat maupun staf penunjang pelayanan mengungkap
bahwa meskipun mereka aktif mengisi laporan harian dan membantu dokumentasi
pelayanan, mereka tidak dilibatkan langsung dalam analisis hasil evaluasi. Hal ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksana dan pengambil keputusan, sehingga
perlu ada strategi peningkatan literasi evaluatif di semua level. Selain itu, keterbatasan
alat, beban kerja tinggi, dan rendahnya pelatihan terkait monev juga memperparah situasi,
sebagaimana disampaikan oleh PRW-3 dan PLM-3.

Terkait dukungan sistem informasi, AKM dan ADM menyatakan bahwa penggunaan
SIMRS dan e-Planning memang sudah dilakukan, namun belum terintegrasi penuh, dan
banyak proses pelaporan yang masih manual. Oleh karena itu, strategi memperkuat sistem
digital menjadi sangat penting, terutama untuk mendorong efisiensi kerja dan
pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Dengan mempertimbangkan seluruh hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa
strategi utama yang paling relevan dan siap dilaksanakan adalah peningkatan kapasitas
SDM dalam penggunaan dan analisis data monev, serta pengembangan sistem informasi
yang mendukung pelaporan real-time dan integratif. Strategi ini dinilai lebih feasible
karena dukungan pimpinan sudah kuat, sistem dasar sudah tersedia, dan kebutuhan akan
kecepatan serta keakuratan data sudah dirasakan oleh hampir seluruh unit. Tahap
keputusan ini merefleksikan pentingnya memilih strategi yang bersumber dari kondisi
nyata lapangan, sesuai esensi dari Decision Stage dalam model strategi Fred R. David.

4. Pembahasan Strategis Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan
Publik (PEKPPP)

Pembahasan ini mengintegrasikan hasil temuan penelitian dari lapangan (data wawancara
dan observasi) dengan teori Fred R. David (2017) tentang Strategic Management Model,
serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Fokus utama pembahasan ada pada
analisis strategi penguatan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik
(PEKPPP) di RSUD Kabupaten Asahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, ditemukan bahwa sistem
informasi pelayanan publik di RSUD belum terintegrasi secara optimal, dan kemampuan
SDM dalam pengelolaan data evaluatif masih terbatas. Hal ini menyebabkan data yang
menjadi fondasi strategi tidak cukup akurat dan lambat dianalisis. Tantangan ini konsisten
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dengan hasil indeks sistem informasi RSUD yang tergolong rendah, serta lemahnya
motivasi staf pelaksana dalam melakukan input data secara tepat waktu.

Menurut Fred R. David (2017), input stage yang lemah dapat menghasilkan strategi yang
tidak relevan karena tidak berbasis data yang akurat dan mutakhir. Susanto (2021)
menyatakan bahwa keberhasilan monev sangat ditentukan oleh literasi digital pegawai
dan keberadaan sistem informasi yang real-time dan terhubung. Hasibuan et al. (2020)
juga menemukan bahwa rendahnya kualitas input data menyebabkan distorsi dalam
penyusunan strategi pelayanan publik.

Pada tahap Matching Stage, ditemukan bahwa alternatif strategi yang dirumuskan belum
mencerminkan masukan dari pelaksana lapangan, seperti perawat, staf administrasi,
maupun petugas pengaduan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga belum terintegrasi
secara sistemik dalam perumusan strategi pelayanan. Akibatnya, strategi yang disusun
cenderung tidak mempertimbangkan realitas operasional yang dihadapi unit pelayanan,
serta aspirasi pengguna layanan.

Fred R. David (2017) menekankan pentingnya mencocokkan faktor internal dan eksternal
dalam menyusun strategi yang feasible dan implementatif. Setiawan & Fitriani (2022)
menyatakan bahwa keterlibatan semua level organisasi dalam analisis SWOT dan
meningkatkan akurasi dan keterterapan strategi publik. Nurlina & Widodo (2023)
menambahkan bahwa strategi pelayanan publik harus disusun secara kolaboratif untuk
menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Pada Decision Stage, proses pemilihan strategi belum sepenuhnya menggunakan metode
analitik seperti QSPM secara formal. Strategi lebih banyak diputuskan oleh pimpinan
berdasarkan pertimbangan praktis dan tekanan operasional. Meskipun strategi
“penguatan SDM dan sistem informasi” dipilih secara informal sebagai prioritas, namun
tanpa rasionalisasi obyektif, pelaksanaannya berisiko tidak terarah dan tidak didukung
penuh oleh semua unit.

Fred R. David (2017) menyarankan penggunaan QSPM untuk membandingkan alternatif
strategi secara sistematis dan kuantitatif. Dewi & Ramadhan (2021) menekankan
pentingnya pengambilan keputusan strategis berbasis skor daya tarik untuk menghindari
bias manajerial. Rahmawati et al. (2020) menunjukkan bahwa strategi yang tidak
dibarengi dengan pelibatan pelaksana dan perhitungan rasional berpotensi gagal
diimplementasikan secara efektif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik di
RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, Kabupaten Asahan, yang diukur melalui
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), masih
berada pada kategori rendah. Analisis per komponen menunjukkan bahwa meskipun
sarana dan prasarana fisik relatif memadai, kelemahan signifikan terdapat pada sistem
informasi pelayanan publik, mekanisme konsultasi dan pengaduan, serta inovasi
pelayanan. Faktor utama penyebab rendahnya kinerja meliputi keterbatasan kapasitas dan
pemerataan kompetensi SDM, belum terintegrasinya sistem informasi, minimnya
partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, serta lemahnya tindak lanjut hasil
survei kepuasan masyarakat. Strategi perbaikan yang direkomendasikan meliputi
peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan manajerial, pengembangan
sistem informasi terintegrasi yang memudahkan akses dan pemutakhiran data, penguatan
mekanisme pengaduan berbasis teknologi dengan akuntabilitas yang jelas, serta
penciptaan inovasi pelayanan yang relevan dan berkelanjutan. Implementasi strategi ini
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diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas,
dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap RSUD HAMS.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar RSUD H. Abdul Manan Simatupang
Kisaran dan Pemerintah Kabupaten Asahan melakukan beberapa langkah strategis untuk
meningkatkan kinerja pelayanan publik. Pertama, meningkatkan kapasitas dan
profesionalisme SDM melalui program pelatihan yang berkesinambungan, khususnya
terkait literasi digital, manajemen pengaduan, dan evaluasi kinerja. Kedua,
mengembangkan dan mengintegrasikan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) serta kanal layanan publik
nasional, sehingga informasi dapat diakses secara mudah, cepat, dan akurat oleh seluruh
lapisan masyarakat. Ketiga, memperkuat mekanisme konsultasi dan pengaduan dengan
menyediakan kanal digital yang responsif, mudah diakses, dan memiliki prosedur tindak
lanjut serta akuntabilitas yang jelas. Keempat, mendorong penciptaan dan penerapan
inovasi pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan pasien, disertai dukungan
sumber daya yang memadai agar inovasi tersebut berkelanjutan. Kelima, meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam penyusunan, evaluasi, dan perbaikan kebijakan pelayanan
melalui forum konsultasi publik atau survei periodik. Pelaksanaan saran-saran ini
diharapkan dapat mendorong peningkatan skor PEKPPP, memperkuat akuntabilitas, serta
meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan RSUD HAMS.
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